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ABSTRAK 

 

 Kewajiban bagi penegak hukum dalam Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa: “Dalam hal Penyalah Guna 

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri  dapat dibuktikan atau terbukti sebagai 

korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”  

 Jenis penelitian: penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan: data 

primer yang bersumber dari wawancara; data sekunder yang bersumber dari 

jurnal, peraturan perundang – undangan dan internet. Metode analisa: berasal dari 

wawancara dan kajian kepustakaan. 

 Pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi korban 

penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Polres Rokan Hulu belum dilaksanakan 

sebagaimana mestinya. Dibuktikan dengan masih adanya korban penyalahgunaan 

narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang tidak diberikan hak tersebut  terutama 

pada tahun 2021 sebanyak 11 kasus dan tahun 2022 sebanyak 16 kasus. Faktor 

kendalanya: Pertama, faktor pengegak hukum yaitu eksistensi diskresi kepolisian 

dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres 

Rokan Hulu yang lebih mengedepankan konsep penal. Kedua, Faktor sarana/ 

fasilitas, yaitu belum adanya tempat rehabilitasi medis bagi korban di Kabupaten 

Rokan Hulu serta minimnya anggaran Polres Rokan Hulu untuk memfasilitasi 

pelaksanaan rehabilitasi medis yang tempatnya berada di Kota Pekanbaru, Bogor 

dan Batam. Ketiga, faktor masyarakat yaitu: Keterbatasan perekonominan korban/ 

keluarga korban untuk pembiayaan rehabilitasi medis serta tidak tercapainya 

diversi antara pihak kepolisian dengan orang tua korban bagi korban yang 

merupakan Anak Berhadapan dengan Hukum. 

  Solusinya adalah: Pertama, faktor penegak hukum, sebaiknya penerapan 

diskresi kepolisian tepat, terarah dan terukur dengan mengacu pada hukum dan 

kepentingan umum serta tetap memperhatikan hak korban. Kedua, terhadap faktor 

sarana/ fasilitas, sebaiknya pemerintah daerah Rokan Hulu segera membangun 

tempat rehabilitasi medis dengan biaya yang murah dan persyaratan yang mudah 

serta sebaiknya Polres Rokan Hulu menaikkan jumlah anggaran. Ketiga, faktor 

masyarakat, yaitu sebaiknya instansi penegak hukum setempat menindak tegas 

para pengedar narkotika serta dilakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat 

terkait regulasi-regulasi tentang Narkotika guna menekan jumlah korban. 
 

Kata Kunci: Rehabilitasi, Narkotika, Rokan Hulu 
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ABSTRACK 

 Obligations for law enforcers in Article 27 paragraph (3) of Law Number 

35 of 2009 concerning Narcotics, that: "In the case of Narcotics Class I abusers 

for themselves can be proven or proven to be victims of Narcotics abuse, the 

abuser is obliged to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation.” 

 Type of research: empirical juridical research. Data used: primary data 

sourced from interviews; secondary data sourced from journals, laws and 

regulations and the internet. Method of analysis: derived from interviews and 

literature review. 

 The implementation of medical rehabilitation and social rehabilitation for 

victims of Narcotics abuse Category I at the Rokan Hulu Police has not been 

carried out properly. This is evidenced by the fact that there are still victims of 

abuse of narcotics Category I for themselves who are not given this right, 

especially in 2021 there were 11 cases and in 2022 there were 16 cases. The 

obstacle factors are: First, the law enforcement factor, namely the existence of 

police discretion in handling narcotics crime cases in the jurisdiction of the 

Rokan Hulu Police, which prioritizes the concept of penal. Second, the 

facilities/facilities factor, namely the absence of a medical rehabilitation center 

for victims in Rokan Hulu Regency and the lack of budget for the Rokan Hulu 

Police to facilitate the implementation of medical rehabilitation which is located 

in the cities of Pekanbaru, Bogor and Batam. Third, community factors, namely: 

the economic limitations of the victim/victim's family to finance medical 

rehabilitation and the failure to achieve diversion between the police and the 

victim's parents for the victim who is a child in conflict with the law. 

 The solution is: First, law enforcement factors, it is better if the 

application of police discretion is appropriate, directed and measurable by 

referring to the law and public interest while still paying attention to the rights of 

victims. Second, regarding the facilities/facilities factor, the Rokan Hulu local 

government should immediately build a medical rehabilitation center with low 

costs and easy requirements and the Rokan Hulu Police should increase the 

amount of the budget. Third, the community factor, namely that local law 

enforcement agencies should take firm action against narcotics dealers and 

conduct legal outreach to the public regarding regulations on narcotics in order 

to reduce the number of victims. 
 

Keywords: Rehabilitation, Narcotics, Rokan Hulu 


